
 

 

 

WALIKOTA BATU 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR 28 TAHUN 2015     

 

TENTANG 

 

PENETAPAN  HONORARIUM PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

kinerja Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil (Pegawai 

Non-PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta 

memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang 

telah diraih, perlu dilakukan penyesuaian 

honorarium berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Batu tentang Penetapan 

Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13       

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1         

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN 

HONORARIUM PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

BATU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 
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3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. 

5. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Pegawai Non-PNS adalah Pegawai Non-PNS  

yang berstatus sebagai tenaga kontrak di 

lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang terikat 

dalam suatu Perjanjian Kontrak Kerja. 

   

BAB II 

BESARAN HONORARIUM 

 

Pasal 2 

 

(1) Menetapkan honorarium Pegawai Non-PNS di 

lingkungan Pemerintah Kota Batu yang besarnya                                

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu 

rupiah) per bulan. 

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Pegawai Non-PNS yang memiliki 

Perjanjian Kontrak Kerja yang telah tercatat dan 

terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Batu. 

 

Pasal 3 

 

Penyesuaian honorarium Pegawai Non-PNS diberikan 

berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

Pasal 4 

 

Penyesuaian honorarium Pegawai Non-PNS diberikan 

terhitung mulai tanggal 1 September 2015. 

 

Pasal 5 

 

Anggaran yang diperlukan untuk penyesuaian 

honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Batu. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, 

Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Penyesuaian Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita 

Daeerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 3/A) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal 18 Agustus 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 28/E 

 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

EDDY RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 18 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

W I D O D O 
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